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"lika Polri menjadi tak berdaya sant ini bukan

karena Polri menjadi ABRI, fetapi akibat dosa Orde.

Baru yang mendisain Polri jadi fentara, Polri menjadi
ABRI sejok 1961, fapi jatidiri Polni saat it tetay jelas,
mandiri dan tangguh, Sejak rezim Crde Bary jatidin
Polrihilang dar emah dalam seqain lim ketika integtasi
(sejak 1066) memaksa Palri .'mrus sama afenvan TNI

naimin terkectl dalam anggaran. Untuk mergem-
balikan jatidiri Polri, era Reforinasi Polri harus -
entiliki Departemen fersendiri agar garis hirarkinya
langsung Kepala Negara sehingga tak mudah
duntervensi oleh kepentingan-kepentingan loin.”
(Jenderal Purn. Rudini, Semarang, 22 Oktober
1998,




- "“Polri dignaktirikan dalam ABRI, membuaf Polri
enm}i Sutu-satunya cara memberdayakan, Polrifarus
otonoin dan sama kedudukanaya dengen kejaksaan dan
kehakiman agar harmoni dalam penegakmz hutlatin
kareng tak ada yong merasa lebil-tinged alaw Jebi)
rendah.” (Prof. DR. JE Sahetapy, \ooy'aiaaia 3
Februari 1993).. . .- ...

Menoawalz tuhcan ini senva}a saya kutlp
pendapatdua orang penting yang berbeda latar
belakang namun berpandangan sama tethadap
: -Pcln yang kita jadikan setlmg kajian saat ini.

- Sebuah paladlgma pernah diaiukan pakar
tata negara Inggris Charles Reith, polisi harus
selangkah didepan rakyainya. Bukan hanya
dalam kapasitasnya selaku pelayan hukum (The
law enforcement officer}), tapi juga dalam
mengatasi problema sosial karena perma-
salzhan sosial tak pernah berakar tunggal.
Berbagai krisis yang terjadi adalah contoh dekat.
Kalau diruntut dari awal ditemukan mata rantai
talitemali, Krisis ekonom, krisis politik, krisis
keper cayaan,. Krisis kebangcaan huluny1 selain
KKN juga pengabaian sistem, nifai, moral
(secara makro) dan Lejahatan (skala mikro),
semuanya tak berakar tunggal.

Agar Polri dapat menjalankan tugas dan
pekel]aamaya secara profesmnai efektf, efisien

dan modern, Polri harus benar-benar didisain”

menjadi polisi. Membangun sebuahi kepolisian
dlsuatu ‘negara }auh lebih suht daupada

Untuk mengembahkan

: Poh‘l'harus memiliki
; Departemen tersendm

‘agar garis hirarkinya langsung

I\epala Negara sehingga tak
mudah diintervensi oleh

kepentingan-kepentingan lain.

peralatan, anggaran, kessjahteraan, pendidikan
dan SDM} telah ditentukan PBB. Inilah yang
dimaksud mendisain polisi untuk polisi.
Misalnya, standarratio polisi 1 :400/ pendﬂduk
standar gaji-polisi harus lebih tinggi dari gaji

pegawai keuangan negara, standar pendlidikan
mlmmai setingkat lebih tinggi dari rata-rata

- masyarakat.

Ratio polisi menurut PB3 1:400juga sa alah
satu pembeda esensial dokirin tentara "smal
effectif” (kecil tapi efekiif) karena kinerja tentara
dapat diganti teknologj, {kensep perang mod-
em). Tetapi kinerja kepolisian tak dapat diganti
dengan teknologi karena pekerjaan polisi

lanocsne denean rakvat Tekroloos kermahaian -

atidini Polri, era Reformasi




membimbing 4000 sampai 7000 pencluduk. Ba- -
sic pendidikan kadet polisi yang rendah, Belum.
masalah gaji yang hanya 25% dan Uappeoawai

Perbandingan Gaji Pegawal

e oﬁgkg;h/g /2;
2. | Jepang 1670
3. | Singapura 510
4, Thailand 253
5. .| Malaysia 567
6. Indonesia 233

kevangan negara. Mission im possible. Lihat
perbandmoan kesqaiﬁeman di tabel dibawah
ni: :

i Kenangan Negara dan Polisi (Nol Tahun)
Di Beherapa Negara DalamUS Dollar

. 182%
1890 112%
515 101%

147 48%

256 45%

6 25%

Sumber Data, Asiaweek, Desember 1993

Jika dicermati data diatas, 3 negara urutan
atas kini telah menjadi "Macan Asia", bangsa
yang berdisiplin tinggi tak terlepas darl
konstibusi kepolisiannya yang tangguh. Gaji
polisi 3 negara tersebut ternyata jauh diatag gaji
pegawai keuangan negaranya. Tapi coba lihat
Indonesia, sangal tragis, gaji Polri hanya 25%

.Kinerja-.kepolisian' tak .

dapat diganti dengan

gaji pegawa; %euangan negara, Ini adalah data
paling konksii jika tms'kat kesejahiteraan Polri
yang ternclah di Asia b'«hkan di durda.
Demikian pula ratio jumiah personil Polri

saat ini, terkecil di Asia/dunia. Kita lihat Ma-
laysia T : 400. Singapura 1 : 250. Brunai 1 : 200.
Philipina 1 : 500, Thailand 1 : 550. Kamboja 1
700. Vietnam 1 : 650, India 1; 700. China 1:750
dan lain-lain. Indonesia 1 ; 1500 (Nasional) Re-

-~ gional Jateng 1 : 2100. Demak 1:3000. Sayung 1

: 5000 dan setemsnya _
Berbagai analisis ini akan makin jeias denoan
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berkait dengan kesejahteraan (gaji), Mengapa .

dari sekian profesi, hanya kepolisian yang diatur

standar persyaratan cukup ketat?, Inidisebab- .+

kan pekerjaan polisi sangat berat beresiko %mggi

dan berhubungan langsung dengan HAM.

Persyaratan ini telah dijfadikan actian universal
untuk mendisain kepolisian sedunia,

KAJIAN MASALAH :

Standar PBB tersebut sangat bijak djadikan
bahan kajian terhadap Reformasi Polri saat ini.
Indonesia sebagai negara berkembang dengan
beragam keterbatasan tentu beium bisa
memenuhi sekian persyaratan/standar PBB
tersebut. Namun juga tak bijaksana jika pe-
meriniah tak memenuhi sebagian dari standar
tersebut dan kalau hal ini diabaikan akan
menjebak Polri pada "mission impossible’ yang
sangat sulit. Disinilah pentingnya kearifan
manajerizl para pengambil keputusan di
republfk ini untuk mendisain kepolisiannya
yang ideal, setidaknya mendekah idéal. ©

“Sebagai contoh, masalah personil mungkin
pemerintah masth sulit memenuhi standar rasio
Polri dengan jumlah penduduk yang semesti-
nyal: 400. (1 polist mengonirol 400 penduduk).
juga pezalatan kepolisian paling mendasar
seperti tameng, tongkat polisi, HT, peluru karet,
peluru hampa, mestinya tiap Polres minimal
menuliki 500 buah fetapt kenvataannva hanva

SDM dan kesejahteraannya yang masih jauh
dau standar PBB, B

 Tentang kesejahteraan polisi diatir oleh PBB
lei:nh tinggi dari profesz apapun, Pekerjaan polisi
memang berat, dimasz perang maupuin damai.
’\Aembzmbmg masyarakat bangsanya berdi-
siplin, Ditangan polisi hukum nenjadi mati atau
hidup. Juga telah diperhitungkan seksama
tingkat resiko polisi, Pasukan tentara punya
zone-zone yang jelas, sedang pasukan polisi
yang melindungi rakyat sipil tidak. dibatasi
zone-zone secara tegas. Polisi haruis meng-
amankan rakyat dimanapun rakyat berada.
Sebab itu dalam setiap penugasan Pasukan
Perdamaian PBB, korban dari piliak jpolisi jauh
lebih besar dari tentara dan pada umumnya
terkena ranjau yang dipasang olek pasukan
yang bertikai. Karera itu dalam setiap pe-
nugasan PBB uang saku polisi 5 kali lipat lebih
besar dari uang saku tentara.

Dari sekian standar PBR tersehut keku-
rangan personil bisa ditoleni asal tak terlalu

- Jauh, misal 1: 700. Tapi kalau kekurangan

personil Polri seperti sekarang ini apalagi- ];La
seluruh standar PBB tak terpenuhi, akan amat

‘sulit bagi Polri untuk eksis sebagal penegak

hukum dan pelindung rakyat. Kondisi macam

. inilah Polri saat ini. Sejak Orde Baru Polri belum

didisain menjadi polisi, tapi lebil didisain jadi
tentam sepertl da!\tlm I\mzl\u um, s:uiktur






